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1. PENDAHULUAN 

   Good governance telah menjadi konsep kunci dalam administrasi publik modern 
karena berkaitan langsung dengan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan 
kepercayaan masyarakat. Dalam konteks pemerintahan daerah, pengelolaan anggaran 
merupakan salah satu instrumen utama yang menentukan apakah prinsip-prinsip tata 
kelola yang baik benar-benar diterapkan atau hanya sebatas norma formal. Stoker (2018) 
dan Kirby (2021) menjelaskan bahwa good governance tidak hanya menyangkut kepatuhan 
terhadap aturan, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat, transparansi proses, serta 
akuntabilitas dalam pengambilan keputusan publik. Dengan demikian, pengelolaan 
anggaran daerah menjadi arena penting untuk menilai sejauh mana nilai-nilai tersebut 
diimplementasikan. 

     Dalam praktiknya, pengelolaan anggaran daerah menghadapi tekanan untuk 
memenuhi tuntutan efektivitas dan efisiensi, sekaligus menjaga keterbukaan dan tanggung 
jawab publik. Penelitian Afonso, Jalles, dan Venâncio (2024) menunjukkan bahwa tingkat 
efisiensi belanja pemerintah berkaitan erat dengan tingkat kepercayaan masyarakat 
terhadap negara. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan anggaran yang tidak 
transparan dan tidak akuntabel berpotensi menurunkan legitimasi pemerintah daerah. 
Selain itu, studi Bauhr dan Grimes (2017) serta Villeneuve dan Heide (2020) menegaskan 
bahwa transparansi keuangan publik merupakan prasyarat penting untuk mencegah 
penyalahgunaan anggaran. 

    Meskipun kerangka regulasi dan kebijakan telah banyak dikembangkan, 
implementasi prinsip good governance dalam pengelolaan anggaran daerah masih belum 
optimal. Masitha dan Mulyadi (2024) serta Sariono dan Sitorus (2024) menemukan bahwa 
di berbagai daerah masih terdapat keterbatasan dalam keterbukaan informasi anggaran 
dan mekanisme pertanggungjawaban. Kesenjangan antara kebijakan formal dan praktik 
nyata di lapangan menunjukkan adanya masalah struktural dan kelembagaan yang perlu 
dikaji lebih dalam. 

  Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk memberikan 
gambaran komprehensif mengenai bagaimana prinsip good governance diterapkan dalam 
pengelolaan anggaran daerah. Melalui pendekatan systematic literature review, penelitian ini 
bertujuan untuk mengidentifikasi pola, tantangan, serta peluang perbaikan tata kelola 
anggaran daerah di Indonesia. Hasil penelitian diharapkan dapat memperkaya kajian 
akademik sekaligus memberikan masukan praktis bagi pemerintah daerah dalam 
meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran.  

  Selain aspek teknis penganggaran, pengelolaan anggaran daerah juga berkaitan erat 
dengan dimensi kelembagaan dan kepercayaan publik. Afonso, Jalles, dan Venâncio (2024) 
menunjukkan bahwa efisiensi belanja pemerintah memiliki hubungan signifikan dengan 
tingkat kepercayaan masyarakat terhadap negara, yang berarti kualitas tata kelola 
anggaran tidak hanya berdampak pada kinerja fiskal, tetapi juga pada legitimasi 
pemerintah. Temuan ini menegaskan bahwa pengelolaan anggaran daerah yang tidak 
transparan dan tidak akuntabel berpotensi memperlemah hubungan antara pemerintah 
dan masyarakat. Oleh karena itu, kajian terhadap penerapan prinsip good governance dalam 
pengelolaan anggaran daerah menjadi semakin relevan, tidak hanya sebagai isu 
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administrasi publik, tetapi juga sebagai fondasi bagi stabilitas dan kepercayaan publik 
terhadap pemerintah daerah.  

 
2. KAJIAN PUSTAKA 

Konsep dan Prinsip Good Governance 
     Pendekatan good governance dalam tata kelola pemerintahan menekankan pada 
penerapan prinsip-prinsip seperti transparansi, partisipasi aktif, akuntabilitas, supremasi 
hukum, serta efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan publik sebagai dasar dalam 
mengelola kepentingan masyarakat secara adil (Asaduzzaman & Virtanen, 2022). Dalam 
kerangka ini, pemerintah dipandang sebagai agen yang memperoleh mandat dari 
masyarakat untuk menjalankan fungsi pelayanan publik dengan orientasi pada 
kepentingan kolektif, bukan untuk melayani kepentingan kelompok tertentu atau elite 
politik. Stoker (2018) menegaskan bahwa good governance tidak hanya mencakup 
seperangkat prosedur administratif, melainkan juga mencerminkan hubungan yang 
dinamis dan saling melengkapi antara negara, sektor privat, dan masyarakat sipil dalam 
proses pengambilan keputusan serta pengelolaan sumber daya bersama. Model tata kelola 
ini menuntut adanya akses informasi yang terbuka, mekanisme pengawasan yang kredibel, 
serta keterlibatan masyarakat secara substansial sebagai mitra kritis dalam pembangunan. 
Di samping itu, good governance juga berfungsi sebagai alat normatif untuk mencegah 
penyalahgunaan kekuasaan, meningkatkan efisiensi anggaran publik, dan membangun 
kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, khususnya di tingkat lokal. 
Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran 
    Akuntabilitas dalam praktik pemerintahan dimaknai sebagai tanggung jawab institusi 
publik, termasuk pemerintah daerah, untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan 
setiap kebijakan, keputusan, dan penggunaan anggaran secara terbuka kepada publik dan 
lembaga pengawas yang memiliki otoritas (Ahyaruddin et al., 2023). Dalam pengelolaan 
keuangan daerah, akuntabilitas tidak hanya diwujudkan melalui pelaporan administratif, 
tetapi juga melalui keterbukaan terhadap evaluasi dan koreksi dari masyarakat atas 
kebijakan fiskal yang diterapkan. Bauhr dan Grimes (2017) menilai bahwa akuntabilitas 
dapat berfungsi sebagai mekanisme pengendalian terhadap korupsi, selama didukung oleh 
sistem transparansi yang kokoh dan keberadaan pengawas yang independen. Dengan kata 
lain, akuntabilitas menjadi inti dari tata kelola yang efektif karena membentuk hubungan 
saling mengawasi antara pemerintah dan masyarakat. Sementara itu, Masitha dan Mulyadi 
(2024) menemukan bahwa tingkat transparansi yang tinggi mampu memperkuat persepsi 
masyarakat terhadap akuntabilitas, yang pada akhirnya berdampak positif terhadap 
kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.  
Partisipasi Publik dalam Penganggaran Daerah 
    Partisipasi warga dalam pengambilan keputusan fiskal, sebagaimana dijelaskan oleh 
Hong dan Cho (2018), dapat mendorong terciptanya distribusi sumber daya yang lebih adil, 
terutama dalam penyediaan barang publik bagi kelompok masyarakat yang kurang 
terlayani. Keterlibatan ini tidak hanya diwujudkan melalui kehadiran dalam forum-forum 
resmi seperti Musrenbang, tetapi juga melalui pemanfaatan hak warga untuk mengawasi 
jalannya pemerintahan, menyampaikan pendapat, dan menuntut akuntabilitas. Dalam 
konteks pengelolaan anggaran daerah, partisipasi masyarakat berperan dalam 
memperkuat legitimasi kebijakan, memastikan bahwa anggaran mencerminkan kebutuhan 
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riil masyarakat, serta mengurangi potensi penyimpangan penggunaan dana publik. 
Namun, Kurkela et al. (2024) menunjukkan bahwa partisipasi sering kali menghadapi 
tantangan dari dalam institusi, seperti resistensi birokrasi, keterbatasan kapasitas, dan 
belum terbentuknya budaya partisipatif yang mapan. Oleh karena itu, penguatan 
partisipasi harus dibarengi dengan reformasi struktural, termasuk peningkatan kompetensi 
aparatur, penyediaan ruang komunikasi yang terbuka, serta pemanfaatan teknologi digital 
untuk memperluas akses masyarakat terhadap proses penganggaran. Touchton et al. (2024) 
menekankan bahwa penganggaran partisipatif tidak hanya mendukung keadilan sosial, 
tetapi juga berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan fiskal 
daerah. Dengan demikian, pelibatan warga dalam proses fiskal menjadi langkah strategis 
dalam memperkuat prinsip-prinsip good governance di tingkat lokal. 

 
3. METODE PENELITIAN 

   Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Systematic Literature 
Review (SLR). Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi, 
mengevaluasi, dan mensintesis temuan-temuan dari berbagai penelitian terdahulu secara 
sistematis dan transparan, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif 
mengenai penerapan prinsip good governance dalam pengelolaan anggaran daerah. Sumber 
data diperoleh dari jurnal nasional dan internasional bereputasi, serta dokumen kebijakan 
yang relevan dengan topik good governance dan pengelolaan anggaran daerah. Literatur 
yang digunakan dibatasi pada periode 2018-2024 agar hasil kajian mencerminkan 
perkembangan dan kondisi terkini dalam praktik tata kelola keuangan daerah. 
   Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan tematik, yaitu dengan 
mengelompokkan hasil-hasil penelitian berdasarkan prinsip-prinsip good governance, 
meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan supremasi 
hukum. Setiap tema dianalisis untuk mengidentifikasi pola, kesenjangan, serta tantangan 
dalam implementasi prinsip-prinsip tersebut pada pengelolaan anggaran daerah. 
Pelaksanaan metode SLR dalam studi ini mengikuti empat langkah utama. Langkah 
pertama adalah mengidentifikasi literatur yang relevan dengan menggunakan kata kunci 
seperti good governance, anggaran pemerintah daerah, dan manajemen keuangan publik. 
Langkah kedua melibatkan proses penyaringan awal melalui peninjauan judul dan abstrak 
untuk memastikan keterkaitan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, pada tahap ketiga, 
dilakukan seleksi berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi, termasuk kesesuaian tema, 
rentang waktu publikasi 2018-2024, serta kualitas sumber referensi. Tahap akhir berupa 
sintesis temuan, yaitu menggabungkan hasil-hasil penelitian yang telah terseleksi untuk 
memperoleh gambaran komprehensif mengenai penerapan prinsip tata kelola yang baik 
dalam konteks pengelolaan anggaran daerah. 

 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran Daerah 
   Hasil kajian menunjukkan bahwa transparansi dalam pengelolaan anggaran daerah 
masih menjadi tantangan utama dalam praktik tata kelola publik di Indonesia. Meskipun 
berbagai pemerintah daerah telah menyediakan informasi anggaran melalui media daring 
dan papan informasi publik, kualitas dan keterjangkauan informasi tersebut belum merata 
(Masitha & Mulyadi, 2024; Villeneuve & Heide, 2020). Dalam banyak kasus, informasi yang 
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disajikan bersifat teknis, tidak terstruktur, dan sulit dipahami oleh masyarakat awam, 
sehingga fungsi transparansi sebagai alat kontrol sosial menjadi lemah.  

Kondisi ini menunjukkan bahwa transparansi tidak cukup hanya diukur dari 
ketersediaan data, tetapi juga dari keterbacaan, aksesibilitas, dan relevansinya bagi publik. 
Jika masyarakat tidak mampu menafsirkan informasi anggaran yang tersedia, maka 
keterbukaan tersebut tidak akan berfungsi sebagai instrumen pengawasan. Dengan 
demikian, transparansi anggaran masih bersifat administratif, belum substantif dalam 
mendukung akuntabilitas publik (Villeneuve & Heide, 2020; Masitha & Mulyadi, 2024). 
Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Daerah 
   Dari sisi akuntabilitas, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah 
mengembangkan sistem pelaporan dan mekanisme pengawasan internal, namun 
efektivitasnya masih terbatas oleh kendala kelembagaan dan sumber daya manusia 
(Ahyaruddin et al., 2023; Sariono & Sitorus, 2024). Banyak daerah belum mampu 
mengintegrasikan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran secara 
konsisten, sehingga membuka ruang terjadinya penyimpangan. 
   Kelemahan ini menunjukkan bahwa akuntabilitas belum sepenuhnya menjadi budaya 
organisasi dalam birokrasi daerah. Akuntabilitas masih dipahami sebagai kewajiban 
administratif, bukan sebagai tanggung jawab moral dan publik. Akibatnya, laporan 
keuangan sering kali bersifat formalitas, belum benar-benar mencerminkan kinerja dan 
penggunaan anggaran yang bertanggung jawab (Ahyaruddin et al., 2023; Sariono & Sitorus, 
2024). 
Partisipasi Publik dalam Proses Penganggaran 
   Partisipasi publik dalam proses penganggaran juga ditemukan belum optimal. Meskipun 
mekanisme partisipatif seperti musrenbang dan konsultasi publik telah tersedia, 
keterlibatan masyarakat sering kali bersifat simbolik dan tidak benar-benar mempengaruhi 
keputusan anggaran (Hong & Cho, 2018; Kurkela et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa 
partisipasi masih lebih bersifat prosedural daripada substantif. 
   Dalam banyak kasus, keputusan anggaran tetap didominasi oleh aktor birokrasi dan elite 
politik lokal. Masyarakat hanya dilibatkan pada tahap awal, tanpa memiliki posisi tawar 
yang kuat dalam penentuan prioritas anggaran. Kondisi ini membatasi fungsi partisipasi 
sebagai sarana demokratisasi kebijakan publik dan melemahkan legitimasi pengelolaan 
anggaran daerah (Hong & Cho, 2018; Kurkela et al., 2024). 
Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Anggaran 
   Efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran sangat dipengaruhi oleh kualitas birokrasi 
dan struktur kelembagaan pemerintah daerah. Studi Erkoc (2022) dan Steinbacher (2024) 
menunjukkan bahwa birokrasi yang profesional dan sistem tata kelola yang matang 
cenderung menghasilkan penggunaan anggaran yang lebih produktif dan tepat sasaran. 
   Sebaliknya, daerah dengan tata kelola yang lemah cenderung mengalami pemborosan, 
tumpang tindih program, dan rendahnya dampak belanja publik. Hal ini menunjukkan 
bahwa efektivitas dan efisiensi bukan hanya persoalan teknis anggaran, tetapi juga terkait 
langsung dengan kualitas tata kelola dan kapasitas institusional pemerintah daerah (Erkoc, 
2022; Steinbacher, 2024). 
Kesenjangan antara Regulasi dan Implementasi 
   Dari perspektif supremasi hukum, De Gaetano (2024) serta Pech dan Kochenov (2019) 
menegaskan bahwa penegakan hukum yang konsisten merupakan fondasi utama good 
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governance. Namun dalam konteks pengelolaan anggaran daerah, terdapat kesenjangan 
yang nyata antara regulasi formal dan praktik di lapangan. Meskipun Indonesia memiliki 
kerangka hukum yang relatif lengkap, implementasinya sering tidak konsisten antar 
daerah. 
   Kesenjangan ini menyebabkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi 
sulit diwujudkan secara berkelanjutan. Tanpa kepastian hukum dan sanksi yang tegas, 
pelanggaran dalam pengelolaan anggaran tidak menimbulkan efek jera. Akibatnya, tata 
kelola anggaran yang baik lebih bersifat normatif daripada operasional (De Gaetano, 2024; 
Pech & Kochenov, 2019).  
Peran Tata Kelola dalam Mencegah Penyimpangan Anggaran 
   Pemanfaatan teknologi informasi memiliki potensi besar dalam memperkuat transparansi 
dan akuntabilitas anggaran daerah. Sistem informasi keuangan daerah dan publikasi 
anggaran berbasis digital memungkinkan masyarakat mengakses data anggaran secara 
lebih cepat dan luas (Villeneuve & Heide, 2020; Masitha & Mulyadi, 2024). Hal ini secara 
teoritis dapat meningkatkan fungsi pengawasan publik. 
   Namun, efektivitas teknologi sangat bergantung pada komitmen pemerintah daerah 
dalam menyediakan data yang lengkap, akurat, dan mudah dipahami. Tanpa standar 
kualitas informasi yang jelas, sistem digital justru berisiko menjadi alat legitimasi semu 
tanpa benar-benar meningkatkan keterbukaan. Dengan demikian, teknologi harus diiringi 
reformasi kelembagaan dan budaya transparansi agar benar-benar berkontribusi pada 
good governance (Villeneuve & Heide, 2020; Masitha & Mulyadi, 2024). 
Implikasi Good Governance terhadap Kualitas Pengelolaan Anggaran Daerah 

    Dari sisi partisipasi, praktik penganggaran partisipatif seperti musrenbang dan 
konsultasi publik menunjukkan potensi besar dalam meningkatkan kualitas keputusan 
anggaran. Studi Hong dan Cho (2018) serta Kurkela et al. (2024) menunjukkan bahwa 
keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan legitimasi kebijakan dan membantu 
pemerintah daerah mengidentifikasi kebutuhan riil masyarakat. 
    Namun, agar partisipasi benar-benar berdampak, diperlukan penguatan kapasitas 
masyarakat dan aparatur pemerintah. Partisipasi yang tidak didukung oleh literasi 
anggaran dan akses informasi yang memadai hanya akan menghasilkan keterlibatan 
simbolik. Oleh karena itu, penguatan good governance tidak hanya bergantung pada 
regulasi, tetapi juga pada pembangunan kapasitas sosial dan kelembagaan (Hong & Cho, 
2018; Kurkela et al., 2024). 

 
5. SIMPULAN  

   Berdasarkan hasil Systematic Literature Review terhadap berbagai penelitian tentang good 
governance dalam pengelolaan anggaran daerah, dapat disimpulkan bahwa penerapan 
prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan supremasi hukum 
masih belum merata di seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Meskipun secara normatif 
regulasi sudah mengatur pengelolaan anggaran secara terbuka dan akuntabel, berbagai 
studi menunjukkan bahwa dalam praktiknya masih terdapat kelemahan dalam 
keterbukaan informasi, pengawasan, dan keterlibatan masyarakat. 
   Hasil sintesis literatur juga menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan good governance 
sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, kualitas sumber daya 
manusia, serta komitmen pimpinan daerah. Daerah yang memiliki sistem pengelolaan 
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keuangan yang lebih transparan, mekanisme pengawasan yang kuat, dan partisipasi publik 
yang aktif cenderung menunjukkan kinerja anggaran yang lebih baik dan risiko 
penyimpangan yang lebih rendah. 
  Dengan demikian, good governance bukan hanya sekadar konsep normatif, tetapi 
merupakan prasyarat penting bagi terciptanya pengelolaan anggaran daerah yang efektif 
dan bertanggung jawab. Implementasi prinsip-prinsip tersebut perlu dipahami sebagai 
proses yang berkelanjutan, yang menuntut perbaikan sistem, penguatan regulasi, serta 
peningkatan peran masyarakat dalam mengawasi penggunaan keuangan publik. 

 
6. KETERBATASAN PENELITIAN 

    Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya menggunakan sumber data berupa 
literatur dari data sekunder yang diperoleh dari jurnal, dan dokumen kebijakan. Oleh 
karena itu, temuan penelitian ini sepenuhnya bergantung pada kualitas dan kelengkapan 
informasi yang disajikan dalam studi-studi terdahulu, tanpa didukung oleh data lapangan 
atau wawancara langsung. Selain itu, keterbatasan juga terdapat pada ruang lingkup 
periode publikasi yang dibatasi pada tahun 2018-2024. Pembatasan ini dilakukan untuk 
menjaga relevansi temuan, namun berpotensi mengabaikan studi-studi penting yang 
diterbitkan sebelum periode tersebut dan mungkin masih relevan untuk memahami 
perkembangan tata kelola anggaran daerah. Keterbatasan lainnya adalah adanya variasi 
metode dan konteks penelitian dalam literatur yang dianalisis, sehingga generalisasi hasil 
harus dilakukan secara hati-hati. Perbedaan karakteristik daerah, sistem pemerintahan, dan 
kapasitas institusi membuat temuan antar studi tidak selalu dapat dibandingkan secara 
langsung. 
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